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BAB I  

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang Masalah  

Laporan keuangan merupakan sebuah alat 

pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada publik.
1
 

Pemerintah daerah  menjadikan laporan keuangan sebagai salah 

satu bahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus 

mempunyai manfaat bagi para pengguna, sehingga pemerintah 

harus benar-benar memperhatikan kualitas dari laporan 

keuangan.
2
 Menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, informasi dalam laporan keuangan yang 

berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan 

keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, 

dan dapat dipahami. Apabila informasi yang ada dalam laporan 

keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik 

kualitatif laporan pemerintah daerah berarti pemerintah dapat 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Namun, apabila informasi yang ada dalam 

laporan keuangan tersebut tidak memenuhi kriteria 

karakteristik kualitatif maka akan mengakibatkan kerugian 

serta ketidakefisien dan ketidakefektifan laporan keuangan 

daerah yang dihasilkan.
3
  

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai 

setiap tahunnya oleh auditor eksternal pemerintahan yaitu 

Badan Pemeriksa Keuangan. BPK memberikan empat jenis 

opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan 

oleh pemerintah diantaranya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar 
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(TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).
4
 Laporan 

keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan wajar dan 

berkualitas apabila laporan tersebut mendapatkan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kriteria opini atas 

kewajaran laporan keuangan adalah kesesuaian laporan 

keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas 

pengendalian internal.
5
   

Di Indonesia sendiri, kasus terkait buruknya kualitas 

laporan keuangan yang dilakukan pemerintah masih menjadi 

topik hangat yang perlu ditelaah lebih lanjut. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan banyaknya instansi pemerintah yang 

mendapat opini disclaimer serta banyaknya temuan audit yang 

belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan 

yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit 

laporan keuangan pemerintah.
6
 Berdasarkan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh BPK atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan bahwa pada 

tahun 2021 Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara telah 

mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD. Meski 

memperoleh opini WTP dari BPK, tidak menjamin bahwa 

dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban laporan 

keuangan bebas dari kecurangan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

adanya temuan permasalahan terkait lemahnya sistem 

pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap perundang-

undangan. Permasalahan tersebut antara lain penatausahaan 

dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai, kekurangan 
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volume pekerjaan fisik, dan penatausahaan pendapatan 

retribusi yang tidak tertib.
7
  

Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas 

laporan keuangan agar dapat membangkitkan kredibilitasnya 

dalam menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai sehingga 

bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang 

transparan dan akuntabel.
8
 Laporan keuangan pemerintah 

daerah yang disusun harus sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Adanya penerapan SAP yang benar dan 

pemahaman yang baik terhadap keuangan pemerintah daerah 

tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
9
 Suatu 

instansi akan membutuhkan sistem pengendalian internal yang 

kuat dan peran dari audit internal untuk mencapai tujuan dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan.
10

 Rendahnya kualitas 

laporan keuangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah penerapan sistem pengendalian internal 

pemerintah, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan 

peran auditor internal. 

Faktor yang pertama adalah sistem pengendalian internal 

pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal berperan 

penting dalam meninggikan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan sistem 

pengendalian internal mampu menaikkan reliabilitas, 

objektivitas informasi, dan memudahkan proses audit laporan 

keuangan. Penerapan sistem pengendalian yang baik akan 

menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah yang 
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tinggi.
11

 Lingkungan pengendalian internal yang kurang 

mendukung menjadi penyebab utama turunnya kualitas laporan 

keuangan, sehingga pengendalian internal dapat dijadikan alat 

dalam mencapai pelaporan yang akurat.
12

 Faktor yang kedua 

adalah pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP). 

Adanya keterbatasan sumberdaya manusia dalam memahami 

proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP 

menjadi hambatan dalam mewujudkan  LKPD yang 

berkualitas. Semakin baik pemahaman SAP maka semakin baik 

pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang 

dihasilkan.
13

 Selain kedua faktor tersebut terdapat faktor lain 

yang mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yaitu peran 

auditor internal. Audit internal adalah suatu fungsi yang 

berperan melakukan evaluasi dan mengawasi prosedur laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh suatu instansi guna menilai 

efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan tersebut.
14

 Selain 

itu, audit internal juga dapat berfungsi sebagai pemberi jasa 

konsultasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
15

  

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui 

faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Pada penelitian Nunuy Nur Afiah dan Peny 

Cahaya Azwari menyatakan bahwa penerapan sistem 
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pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan.
16

 Penelitian tersebut didikung oleh 

penelitian Heri Susanto, Eka Nurmala Sari, dan Maya Sari 

menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal 

pemerintah dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
17

 Sejalan 

dengan penelitian Lailatur Rohmah, Noor Shodiq Askandar, 

dan Arista Fauzi Kartika Sari menyatakan bahwa pemahaman 

standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian 

internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
18

 

Namun, pada penelitian Ni Komang Ayu Mahartini, Anik 

Yuesti, dan I Made Sudiartana menjelaskan bahwa penerapan 

standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian 

internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan.
19

 Penelitian yang dilakukan oleh Siti Irafah, Eka 

Nurmala Sari, dan Muhyarsyah mengungkapkan bahwa peran 

internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan.
20

  Berbeda dengan penelitian Diyah Atika, Listya 

Devi Junaidi, dan Allia Irmadhani menunjukan peran audit 
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internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan.
21

  

Beberapa penelitian terdahulu dengan variabel independen 

dan dependen yang sama menunjukkan hasil pengaruh yang 

berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat kembali 

penelitian dengan topik yang sama. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel peran 

auditor internal. Alasan pemilihan variabel karena variabel 

tersebut merupakan variabel yang jarang di teliti oleh peneliti 

sebelumnya dan merupakan variabel yang dianggap penting 

dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain 

itu, terdapat juga perbedaan objek penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil objek di 3 

kabupaten yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan 

Kabupaten Jepara. Alasan mengambil objek di tiga kabupaten 

tersebut karena dalam laporan keuangan yang dihasilkan dari 

ketiga Kabupaten tersebut masih terdapat temuan permasalahan 

yang ditemukan oleh BPK terkait lemahnya sistem 

pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan sehingga laporan keuangan belum 

dikatakan berkualitas.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai 

faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang 

diproksikan dengan 3 variabel yaitu penerapan SPIP, 

pemahaman SAP, dan peran internal audit dengan 

menggunakan metode regresi linier berganda. Oleh karena itu, 

penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peran 

Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah 

Kabupaten Kudus, Pati, Dan Jepara). 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh penerapan sistem pengendalian 

internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah? 

2. Apakah ada pengaruh pemahaman standar akuntansi 

pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah? 

3. Apakah ada pengaruh peran auditor internal terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem 

pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman standar 

akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh peran auditor internal 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memperbaiki kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah serta dapat memberikan 

pemahaman dan menambah wawasan mengenai penerapan 

sistem pengendalian internal pemerintah, pemahaman 

standar akuntansi pemerintahan, dan peran auditor internal 

di pemerintahan.  

2. Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktisi pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperdalam wawasan pengetahuan mengenai 

pengaruh penerapan sistem pengendalian internal 

pemerintah (SPIP), pemahaman standar akuntansi 

pemerintahan (SAP), dan peran auditor internal terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di 

Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.  

b. Bagi Pemerintah Daerah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat sebagai evaluasi terkait 

pentingnya penerapan sistem pengendalian internal 

pemerintah (SPIP), pemahaman standar akuntansi 

pemerintahan (SAP), dan peran auditor internal serta 

sebagai bahan bertukar pikiran bagi pihak-pihak yang 

terkait di pemerintah daerah dalam meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.    

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah studi 

pustaka di bidang ilmu pengetahuan serta dapat menjadi 

bahan acuan untuk penelitian berikutnya.  

 

E. Sistematika Penelitian  

Penulisan karya ilmiah yang baik harus harus sesuai 

dengan sistematika penulisan yang teratur dan sistematis. 

Dengan demikian akan dapat memberikan efek kemudahan 

kepada pembaca untuk memahaminya. Adapun sistematika 

penulisan karya ilmiah skripsi ini adalah sebagai berikut:  

BAB I   : Pendahuluan  

 Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.    

BAB II  : Landasan Teori  

 Bab ini berisi landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data 

dengan uraian deskripsi teori, hasil penelitian 

terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.   

BAB III  : Metode Penelitian 

 Bab ini berisi uraian dari jenis dan pendekatan 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
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identifikasi variabel, definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data.  

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini menjelaskan uraian dari variabel 

penelitian yang dilakukan berupa gambaran 

obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.   

BAB V  : Penutup  

Bab ini berisi inti dari kesimpulan hasil analisis 

data, saran-saran, dan keterbatasan penelitian.  

 

 


